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DENGAN MHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUSIRI.JUR CCRC|,JTALO,

: a bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ic;;;,;'.ah F;i;;i-,; C;rc;talc dllakl:nakan ,le ;lEa;-, efcki;f, efisien,

tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-

rji i\.i-s' i:iv' ' t

b. bahwa sebagian kewenangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan

pengelcla:n keuengc:-. daerlh $:1tuk nel3k$:'Eh:r APBD telah

dilimpahkan kepada para pengelola keuangan daerah;

c. bahy.,a Pelsl'.s3na3r Perbal'aren p.tas Eeban Anggar3n PenCap3t3n d31

Belanja Daerah ditujukan mewujudkan kesamaan pemahaman dan

!.ete!'pad'Jan langkah bagi selurulr Setuan K.erja Perangk'at Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c per'lu meneE 1k-an ?emturan Gubernur

Gorontalo tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban

Anggaran Pendanatan clan Belania Daerah;

:1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undanq-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan-qan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
104 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor I30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5137);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Menetapkan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor zl4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentano
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBAYAMN ATAS BEBAN ANGGAMN
DAERAH

MEKANISME PELAKSANMN

PENDAPATAN DAN BEI-ANJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,
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2. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

3. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai oleh APBD, baik yang dilaksanakan secara
swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
5. Bukti dasar penagihan adalah dokumen perikatan yang memuat:

a. komitmen, kesepakatan dan atau perintah antara atau dari pejabat
yang berwenang dengan penyedia barang/jasa atau kepada pegawai
negeri sipil untuk menyediakan barang/jasa;

b. pernyataan dari pejabat yang berwenang atas prestasi pekerjaan dan
atau perkembangan proses pelaksanaan perikatan berdasarkan faKa
yang sesunggunnya.

6. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan pejabat/pelaksana yang
diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah
Provinsi Gorontalo.

7. Azas legalitas adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah
harus didasarkan oada:

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkenaan
dengan pengelolaan keuangan daerah;
penerapan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik (best
practices);

c. penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat (soundt
practices) dengan mengutamakan sistem pengendalian internal.

8. Azas manfaat adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah
harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban pemerintah daerah.

9. Azas keabsahan adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah
harus didasarkan pada buKi dasar penagihan yang sah, ketersediaan
anggaran dan hak yang timbul sesuai dengan perjanjian/perikatan yang
sehat.

10.Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum
yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin kewajibannya
akan dipenuhi.

l l,Jaminan pribadi adalah pemberian pernyataan dalam suatu Surat
Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atau SKTM yaitu suatu kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang terjadi karena kelalaiannya
menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian yang
dimaksud.
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12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama
daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau
surat berharga atau barang-barang daerah.

13.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD
adalah Kepala Badan Keuangan.

l4.Surat Pernyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari pejabat
yang berwenang untuk tidak menggunakan uang persediaan untuk
pengeluaran yang harus dilakukan secara langsung dan kesanggupan
akan mempertanggungjawabkan dalam waktu tertentu.

l5.Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempeftanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Daerah yang
dibahas dan dlsetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

17.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
an99aran/pengguna barang.

lB.Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melakanakan tugas pokok dan fungsi SKpD
yang dipimpinnya.

19.Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
membuat dan melaksanakan komitmen dengan pihak ketiga,
melaksanakan kegiatan secara swakelola, meminta pembayarkan atas
beban DPA-SKPD yang dikelolanya.

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang menjalankan tugas Kuasa
Pengguna Anggaran.

2l.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD; pejabat yang melakukan pengujian atas perintah pembayaran
mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih
serta pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
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22.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerla pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

23.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

25. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DpA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKpD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

ZS,Rencana Arus Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.

29.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SpD adalah dokumen
yang menyatakanbahwa telah tersedia uang pada kas daerah untuk
membayar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai dasar penerbitan Spp.

30.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendaha ra pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

31.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersiFat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
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32.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat Spp-GU adalah
clokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan denqan
pembayaran langsung.

33.SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat Spp-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

34.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat Spp-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

35.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA.SKPD.

36.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D abs beban pengeluaran DpA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

37.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

38.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

39.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-s
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga.

40.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.
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BAB II
AZAS UMUM PEMBAYAMN

Pasal 2
(1) Tagihan atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyedia

Barang/la$ kepada Pemerintahan Daerah baru timbul kewajiban
pembayaran pada saat barang/jasa telah diterima sesuai proses
pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

(2) Setiap pembayaran atas pengeluaran daerah atas beban belanja dan
atau pembiayaan dalam APBD harus didukung dengan buKi dasar
penagihan yang sah dan memenuhi azas legalitas, manfaat, dan
keabsahan serta ketentuan formal lainnya untuk membiayai urusan
pemerintahan.

(3) Bukti dasar penagihan yang sah harus mendapat pengesahan oleh
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan buki dimaksud.

(4) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebagai uang muka atau
kepada bendahara pengeluaran sebagai uang persediaan wajib
memberikan surat jaminan dalam bentuk jaminan bank bagi penyedia
barang/jasa atau jaminan pribadi dalam bentuk SKTM dari pejabat yang
berwenang.

BAB III

UANG PERSEDIMN

Bagian Kesatu

Uang Persediaan dan
Tambahan Uanq Persediaan

Pasal 3
(1) BUD menetapkan besaran jumlah uang persediaan yang akan diserahkan

pada Bendahara Pengeluaran.
(2) BUD hanya dapat memberikan satu kali uang persediaan kecuali dalam

keadaan darurat yang membutuhkan likuiditas tinggi.
(3) Pengguna Anggaran menyerahkan SKTM dan Surat pernyataan

Penggunaan Uang.
(4) Uang persediaan untuk anggaran tahun mendatang dapat mulai

dibayarkan pada minggu terakhir dari tahun anggaran berjalan serta
hanya dapat digunakan untuk membiayai anggaran tahun mendatang
yang kegiatan tercantum dalam APBD tahun mendatang dan sebaliknya
kegiatan tahun berjalan tidak dapat dibebankan pada anggaran tahun
mendatano.
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Pasal 4
(1) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membayar belanja tidak

langsung, belanja langsung untuk jenis belanja pegawai, belanja
barang/jasa, dan belanja modal; dan pengeluaran pembiayaan kecuali
untuk pemberian uang muka kerja atas rincian obyek belanja dalam
belanja barang/jasa dengan bukti pengeluaran yang tidak melebihi
jumiah pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Dikecualikan dari batasan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah
pembayaran untuk biaya perjalanan dinas, biaya langganan air, biaya
listrik, dan biaya telepon untuk keperluan dinas.

(3) Uang persediaan dapat dibayarkan untuk seluruh kegiatan yang
tercantum dalam DPA-SKPD.

Pasal 5
(1) Dalam keadaan saldo uang persediaan tidak mencukupi maka KpA/ppTK

clapat mengajukan tambahan uang persediaan per kegiatan setinggi_
tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada BUD
sepanjang untuk digunakan membiayai jenis belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);

(2) BUD dapat menetapkan tambahan uang persediaan yang besarannya
melampaui Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan
pertimbangan kebutuhan nyata dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

(3) Tambahan uang persediaan berdasarkan rincian obyek belanja atas pagu
yang masih tersedia pada kegiatan dalam DpA-SKPD serta bersifat
mengikat.

(4) Atas tambahan uang persediaan KPA/PPTK membuat SKTM dan
Pernyataan Penggunaan Uang.

Bagian Kedua
Pengendalian Uang Persediaan dan

Tambahan Uang Persediaan
Pasal 6

(1) Uang persediaan maupun
rekening bank atas nama
Bank Milik Pemerintah

Keputusan Kepala Daerah
(2) Pencairan/penarikan uang persediaan maupun tambahan uang

persediaan dari Bank Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh
Pengguna Anggaran bersama-sama Bendahara Pengeluaran setelah
kebutuhan pencairannya diverifl kasi PPK-SKPD.

(3) Dalam hal Pengguna Anggaran tidak berada ditempat dalam waktu
berturut-turut lebih dari 5 (lima) hari kalender maka Pengguna Anggaran
dapat memerintahkan pencairan dilakukan dengan tandatangan dari
PPK-SKPD dan Bendahara Penoeluaran.

tambahan uang persediaan disimpan dalam
Kas Daerah cq. Bendahara Pengeluaran pada
yang ditetapkan yang ditetapkan dengan
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Pasal 7
(1) Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dipegang

Bendahara Pengeluaran atas nama BUD minimal satu kali dalam 3 (tiga)
bulan.

(2) BUD dapat melakukan pemeriksaan kas yang dikuasai Bendahara
Pengeluaran untuk keadaan teftentu.

Pasal B
(1) Saldo uang persediaan disetorkan kembali oleh Bendahara pengeluaran

ke Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD pada minggu ke 51 (lima puluh
satu) tahun takwim berdasarkan saldo yang tercantum dalam SPM-GU
yang terakhir.

(2) Saldo tambahan uang persediaan setiap kegiatan disetorkan kembali oleh
Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Sp2D.

(3) .lika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
terpenuhi maka BUD dapat menolak memberikan uang persediaan tahun
anggaran berikutnya dan atau tambahan uang persediaan.

BAB IV
PENYEDIMN DANA

Bagian Kesatu
Rencana Arus Kas dan Penerbitan

Surat Penvediaan Dana

Pasal 9
(1) Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD hanya dapat dicairkan jika

tersedia uang yang cukup dalam Rekening Kas Daerah.
(2) Untuk mengatur likuiditas antara kebutuhan pencairan dengan

ketersediaan uang dalam Rekening Kas Daerah disusun RAK.
(3) Pengguna Anggaran/KPA bersama-sama BUD menyusun rencana

Dencairan dalam suatu RAK.

Pasal 10
(1) Pengguna Anggaran/KPA menyusun RAK

Lampiran I untuk setiap kegiatan.
menurut format pada

(2) PPK-SKPD membuat kompilasi MK-SKPD selama satu tahun anggaran
untuk diajukan kepada BUD.

Pasal 11
(1) BUD menyiapkan suatu Analisa Arus Kas Pemerintah Provinsi Gorontalo

selama satu tahun anggaran berdasarkan MK-SKPD, DPA-SKPD, Saldo
Uang Kas, dan Rencana Pendapatan Kas.

(2) BUD dapat menolak penyediaan dana bagi kegiatan yang sedang diberi
tanda bintang dan atau dananya tidak dapat tersedia pada saat
direncanakan untuk dicairkan.
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(3) BUD menei'bitkan SPD Bulanan per keEiatan/belanja tidak
langsung/pengeluaran pembiayaan untuk setiap SKpD sesuai format
pada Lampiran II selambat-lambatnya tangga{ 25 (dua puluh lima)
sebelum bulan saat dana direncanakan akan disediakan.

(4) SPD Buianan ditandatangani BUD dan disampaikan ke ppK-SKpD untuk
diberitahukan kepada masing-masing KPA/PPTK.

Bagian Kedi:a
Perubahan Rencana Arus Kas

Pasal 1.2
(1) Pengguna Anggaran/KPA menyesuaikan RAK berdasarkan:

a. penolakan BUD;
b. perubahan rencana kerja per kegiatan;
c. perubahan/pergese!'an anggaran yang telah disetujui pejabat yang

berwenang;
d. tambahan pagu anggaran yang tercantum dalam APBD perubahan.

(2) Penyesuaian RAK untuk bulan berjalan menyangkut kegiatan yang telah
diterbitkan SPD-nya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jika pagu kegiatan yang telah tersedia dalam SpD bulan berjalan telah

dicairkan sebagian pada bulan beqalan maka rencana pencairan
kegiatan tersebut harus dimintakan pada bulan berikutnya;

b. lika pagu kegiatan yang tersedia dalam SpD bulan berjalan belum
pernah dicairkan pada bulan berjalan maka SpD bulan berjalan dapat
dimintakan untuk dikoreksi.

(3) PPK-SKPD segera menyampaikan perubahan RAK untuk suatu kegiatan
kepada BUO.

BAB V
PENGA]UAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
BuKi Dasar Penaoihan

Pasal 13
BuKi dasar penagihan yang sah berbentuk dan ditandatangani oleh:
a. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) berbentuk Nota pesanan Barang/lasa dan
ditandatangani oleh KPA/PPTK;

b. untuk Pekerjaan BaranglJasa dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
berbentuk Surat Perintah Kerja dan ditandatangani oleh KpA/ppTK;

c. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (tima
puluh juta rupiah):
1. berbentuk Kontrak Kerja ditanda tangani oleh KpA/ppTK;
2. diketahui oleh PA jika nilai pekerjaan barang/jasa di atas

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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d. berbentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani
Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa-SKPD atas setiap
Surat Perintah Kerja;

e. berbentuk Laporan Kemajuan Pekeqaan untuk kegiatan non fisik yang
ditandatangani oleh rekanan dan disetujui oleh KPA/PPKD;

f. berbentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah selesai
diberikan/dikefiakan seluruhnya untuk setiap Kontrak Kerja yang

ditandatangani olehi KPA/PPTK dan Pengguna Barang/Jasa;
g. berbentuk daftar definitif penerimaan gaji pokok, uang representatif,

tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, atau penerimaan lain
yang sejenis yang diterima oleh Pejabat Negara/PNSflenaga
Honorerffenaga Bulanan Lepas dilingkungan Pemerintah Provinsi
Gorontalo yang ditandatangani oleh Pengguna AnggaraniKPA;

h. daftar nominatif penerimaan honorarium atau penerimaan lain yang

sejenis untuk belanja pegawai/personal diluar Pemerintah Provinsi
Gorontalo dari KPA/PPTK;

i. surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh
Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;

j. pembayaran biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional,
selain dibuKikan dengan nota dari pihak ketiga, dilampirkan kaftu kendali
diketahui oleh PA;

k. persetujuan pembayaran belanja tidak langsung lainnya seperti bantuan

hibah atau bantuan sosial dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

l. persetujuan pembayaran pengeluaran pembiayaan dari pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. kuitansi tagihan penyedia barang/jasa yang ditandatangani oleh yang
berhak;

n. surat tanda pengesahan belanja yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.

Pasal 14
Telaah sefta catatan lainnya dan atau disposisi atas telaah tersebut
merupakan bukti penunjang sebagai bagian untuk menerbitkan bukti dasar
sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerbitan Surat Permintaan Pembavaran
Pasal 15

Rincian obyek belanja kegiatan/belanja tidak langsung/pembiayaan yang

akan disusun SPP-nya harus telah disediakan uangnya didalam SPD Bulanan.
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Pasal 16
SPP dibuat per kegiatan/belanja t idak langsung/pengeluaran pembiayaan
dan berdasarkan bukti dasar penagihan yang sah dengan ketentuan sebaqai
berikut:

a. Penyiapan dan penandatanganan Spp diatur sebagai berikut:
1. SPP-TUP, SPP-TUP Nihit, dan Spp-LS oteh KpA/ppTK;
2, SPP-UP oleh PA;
3. SPP-GUP dan Spp-GUp Nihil oleh Bendahara pengeluaran.

b. Pejabat yang menandatangani Spp sebagaimana dimaksud pada huruf a,
beftanggungjawab secara materialitas bahwa Spp yang akan diajukan
didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah yang meliputi :
1. Telah memenuhi azas legalitas yaitu:

a) dilakukan melalui suatu sistem pengadaan barang/jasa sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau praKik
pengadaan barang/jasa yang baik sehat;

b) bukti dasar penagihan diterbitkan oleh pejabat yang benvenang
sebagarmana dimaksud dalam pasal 13.

2. Telah memenuhi azas manfaat yaitu telah sesuai dengan pagu
anggaran yang tersedia, target output, dan mengarah pada target
outcome yang tercantum di dalam DPA-SKPD.

c. Pejabat yang menandatangani Spp sebagaimana dimaksud pada
huruf a, beftanggungjawab secara formalitas bahwa Spp yang akan
diajukan telah dilampiri/dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup sesuai
dengan persyaratan.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dan
ditandatangani oleh KPAy'PPTK dalam suatu Surat pernyataan sesuai
format pada Lampiran III peraturan ini.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dan
ditandatangani oleh KPA/PPTK dalam suatu Daftar penguji sesuai format
pada Lampiran IV

Pasal 17
(1) Ringkasan SPP dibuat per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dituangkan dalam Kuitansi Penerimaan Uang sebagaimana
format pada Lampiran V yang ditandatangani oleh:
a. SPP-UP oleh PA dan penerima uang oleh Bendahara pengeluaran;

b. SPP-TUP dan SPP-TUP Nihil oleh KPA/PPrK dan penerima oteh
Bendahara Pengeluaran;

c. SPP-6 oleh KPA/PPTK dan penerima oleh pihak ketiga;Spp-Gup dan
SPP-GUP Nihil oleh Bendahara Pengeluaran dan penerima oleh
Bendahara Penoeluaran.
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(2) Kuitansi Penerimaan Uang harus menyebutkan:
a. penerimaan uang dari BUD tahun Anggaran berkenaan.
b. jumlah penerimaan uang terbilang dalam huruf sesuai dengan jumlah

bruto dari bukti dasar penagihan.
c. tujuan pembayaran yaitu:

1. rincian obyek belanja yang akan dibayarkan, j ika lebih dari satu
rincian obyek belanja cukup rincian obyek belanja dengan urutan
kode rekening paling atas diikuti tiga tanda titik;

2. nama kegiatan dalam DPA-SKPD/belanla tidak langsung/
pengeluaran pembiayaan yang dibebani pembayaran;

3. tahapan pembayaran jika merupakan pembayaran yang dilakukan
beftahaD;

4. sesuai bukti dasar penagihan (nomor dan tanggal) Berita Acara
Pemeriksaan Barang/Jasa, atau Surat Tanda Pengesahan Belanja,
Nama Pejabat dan tanggal persetujuan Pembayaran Belanja Tidak
Langsung/Pengeluaran Pembiayaan.

d. tempat dan tanggal diterbitkannya kuitansi penerimaan uang;
e. jumlah penerimaan uang terbilang dalam angka sesuai dengan terbilang

sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

Pasal 18
SPP dibuat dengan menggunakan format sebagaimana format pada
Lampiran VL

Bagian Ketiga

Kelengkapan Persyaratan
Surat Permintaan Pembayaran

Pasal 19
Kelengkapan persyaratannya SPP-UP dan SPP-TUP diatur sebagai berikut:
a. SPP-UP terdiri dari :

1. Kuitansi penerimaan uang.
2. Surat Pernyataan dari PA menyatakan bahwa Uang Persediaan:

a) apabila terdapat sisa dana UP akan disetor ke Rekening Kas Daerah
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2);

b) tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan harus dengan LS.

3. SKTM yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara.
b. SPP-TUP terdiri dari :

1. Kuitansi penerimaan uang.
2. Lembar kontrol per kegiatan yang berisi perhitungan jumlah TUP yang

diminta sampai dengan rincian objek belanja penggunaan dana TUP
dari KPA/PPTK format pada Lampiran VII.
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) .  J u i r j t -  ( a i , ' t t 7 t j o c l i i  i j d i t  ^ / A j - 7  i | \  i i d ; i v t c i .

a) tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak
Can akan habis digunakan, dan dipertanggutiEja!i,abkan daiam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
diteibltker SP2D.;

b) apabila terdapat sisa dana TUP harus disetor ke Rekening Kas
Q4p;.-rh 4;f inn ir5nh>f ? (f iaa\ hlr i  kari ," crofpleh kF^iaf:?n <Flpcai

\ _  ! e /  ! '

dan tidak lebih dari jangka waktu pertanggungjawaban;
c) tldak untuq renbiayai pengeluaran-penge!uaran yang inenurut

ketentuan harus dengan LS.
4 SKTM vann dilanrlafannani nleh KpA /|VTK

:asal 20
Kele;ekapan jr€is),aia'Laniila 5PP-GUP/SPP-GUP i'iihiiisPP-TUP Nihil diaiur
sebagai berikut:
r  1 , ,  ' i f r s a i  ^ ^ - ^ F i F . . -  !  - id. F'r lr i .ci i  iJ i  pcrici l{ i i r . lc i i i  i jc l i '1$.

b. surat Pernyataan bahwa SPP telah rnernenuhi persyaratan azas'legalitas
, t -  ^  r - a -  ' - a ^ f l r !
l i . l t  i  l j A ( - J  i  i  i o i  i i  O O i - .

c. surat pernyataan tanggungjawab belanja format pada Lampiran VIII yang
. l i l a rhh iF i  r c l i  h r  r l z t i  r i r ce r  nan rn ih rn

1) pembayaran biaya langganan daya dan jasa (Listrik, Teiepon dan Air)
dan khusus untuk bulan Desember dapat be!'bentuk. norninatif.

2) pembayaran belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan:
a) perhitungan fi4al l'laya perjafanan dlnas sesuai ketentuan;
b) surat tugas dari pejabat yang benruenang;
c) ,SPPD yang berisi antara lain: informasi mengenai data pejabat

(Nama, Pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama
pe{alanan dinas, dan daya vang diperlukan untuk masing-masing
pejabat,;

d) laooran oer-lalanan dinas:
e) tiket dan boarding pass;

Q rencana aks; untuk mendesiminasi ulang hasil pelatihan;
g) Ij in dari Menteri Dalam Negeri untuk perjalanan dinas ke luar

negeri.
d. bukti-buKi pengeluaran barang/jasa belanja dari pihak ketiga yang

bermeterai cukup dan tidak melebjhi ni lai Rp5.000.000 (l ima juta rupiah)
dilengkapi dengan Nota Pesanan;

e. surat setoran pajak dan bukti pemotongan/pemungutan pajak negara

atas rincian obyek belanja yang dipertanggungjawabkan;
f. Bukti Setor ke Rekeninq Kas Daerah sisa dana UP dan atau TUP.
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Pasal 21
(1) Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan

melalui mekanisme pembayaran SPP-LS atau SPP-TUPf|UP Nihil.
(2) Pengaturan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. SPP-LS terdiri dari :

' I  kr r i frnci nanari lr-,,,, ,, 'naan uang;
2. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan

azas legalitas dan azas manfaat.
3. persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya

lebih dari 1 (satu) heKar di kabupaten/ kota untuk satu orang
pemilik/bukti kepemilikan dan atau harga tanahnya di atas
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. foto copy bukti kepemilikan tanah;
5. SPPT PBB tahun transaksi;

6. surat persetujuan harga;
7. pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam

sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
B. pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual befi dihadapan

PPAT;

9. SSP PPh final atas pelepasan hak;
10.surat pelepasan hak adat (blla diperlukan).

b. SPP-TUP Nihil terdiri dari :
1. kuitansi penerimaan uang;
2. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan

azas'legalitas dan azas manfaat.
3. pengadaan tanah yang luasnya sampai dengan 1 (satu) heKar

untuk setiap pemilik tanah dan dilengkapi persyaratan daftar
nominatif pemil ik tanah yang ditandatangani oleh KpA;

4. nilai pengadaan tanah didalam daftar nominatif tidak ada yang
melebihi dari Rp250.000.000,00 (dua ratus l ima puluh juta rupiah)
untuk satu orang pemilik tanah;

5. nilai tagihan tanah dalam daftar nominatif t idak melebihi ni lai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. surat persetujuan dari Koordinator pKD untuk menggunakan TUp.

Pasal 22
SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai dari belanja tidak langsung
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a, kuitansi penerimaan uang;
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b. pembayaran Uang representasi/tunjangan kelengkapan, Gaji Indul{ Gaji
Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/ Uang Duka WafaV Tewas,
Tunjangan labatan StruKural/Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan
PPh, Tunjangan Keluarga, atau Tunjangan Beras dilengkapi dengan
Daftar Definitif seperti : Daftar Gaji Indu( Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/
Uang Duka Wafatflewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK
Jabatan, Kenaikan Gaji Eerkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat
Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas, Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte
Kelahiran, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan
Masih Sekolah/Kuliah,Surat Pindah, Surat Kematian, SSP PPh Pasal 21.
Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya;

c. pembayaran tunjangan krnerja daerah dilengkapi dengan Daftar Definitif
seperti Perhitungan Capaian Kinerja perorangan dari segi Disiplin dan
Prestasi Keqa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai
peraturan kepala daerah tentang TKD, SK Gubernur tentang Tenaga
Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005,
Pernyataan Melaksanakan Tugas dari PNS sampai dengan 30 November
tahun anggaran sebelumnya bagi staf pindahan, dan SSP PPh Pasal 21.

>asal 23
SPP-LS atas belanja personal pada kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. kuitansi penerimaan uang;
b. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas' legalitas

dan azas manfaat.
c. pembayaran biaya honorarium untuk tenaga honorer dilengkapi dengan

Daftar Definitif berupa Daftar Eiaya Honorarium Tenaga Kontrak Bulan
Lalu, Rekapitulasi Absensi, SK Gubernur tentang Tenaga Honorer
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;

d. pembayaran biaya honorarium dengan nama dan bentuk apapun untuk
tenaga ahli/nara sumber /perserta non penerima TKD dilengkapi dengan
Daftar Nominatif Penerima Honorarium, Surat Keputusan tentang Panitia,
serta Pernyataan KPA/PPTK untuk mengembalikan dana jika tidak sesuai
dengan daftar nominatif, dan SSP PPh 21.

Pasal 24
SPP-6 untuk pembayaran belanja barang/jasa, belanja modal, belanja
Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah dalam kegiatan maupun non
kegiatan/belanja tidak langsung sebagai berikut:
a. kuitansi penerimaan uang;
b. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas'legalitas

dan azas manfaau
c. buKi dasar penagihan yang berkesesuaian sesuai dengan Pasal 13;
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d. bukti potong pajak;

e. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;

f. foto kopi jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh

bank atau lembaga keuangan non bank yang masih masa berlaku untuk

pembayaran uang muka dan dilegalisasi oleh KPA/PPTK;

g. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 25

SSP-LS atas belanja bantuan sosial dan hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dengan ketentuan .

a. kuitansi penerimaan uang;
b. surat pernyataan pertanggungjawaban (penggunaan dana);
c, proposal;

d. rekening penerima bantuan;

e. naskah perjanjian hibah

Pasal 26

SPP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diteruskan ke

PPK-SKPD atau Kepala Bagian Keuangan untuk dilakukan pengujian

keabsahan.

BAB VI

PENGU]IAN KEABSAHAN

DAN PERINTAH PEMBAYAMN

Bagian Kesatu
Pengujian keabsahan

Pasal 27

PPK-SKPD karena jabatannya mendapat kewenangan dari Kepala Daerah

untuk melakukan pengujian keabsahan tagihan yang akan membebani APBD

serta memberikan perintah pembayaran.

Pasal 28

PPK-SKPD melakukan pengujian tagihan dari SPP melalui mekanisme sebagai

berikut:

a. Penerimaan/Registrasi SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mencatatnya

dalam buku pengawasan penerimaan SPP, dan membuat/menandatangani
tanda terima SPP dimaksud. Menyerahkan berkas SPP kepada Pejabat

Penguji Anggaran.

b. Pengujian Ketersediaan Dana oleh Pejabat Anggaran

1. menguji kelengkapan berkas persyaratan SPP dan membuatnya dalam

Daftar Penguji sesuai dengan format pada lampiran IX.
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:1. menguji ketersediaan anggaran yakni kesesuaian dengan rencana
dalam SPD dan saldo pagu anggaran dan membuatnya dalam Lembar
Pengendali sesuai dengan format pada lampiran X.

il. menguji perhitungan matematis dan penurisan kuitansi penerimaan
uang. Setiap kuitansi penerimaan uang harus bebas dari coretan dan
koreksi.

1t. membubuhi paraf sebagei pernyataan bahr,,a Spp teleh memenuhi
persyaratan pada bagian bawah kuitansi penerimaan uang.

c. Fengujian Mate!'ialitas oleh pejabat perbendaharaan
1. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kerayakan hasil kerja

yang dicapai dengan indikator keiuaran;
2. memeriksa kebenaran hak tagih yang menyangkut antara lain:

b) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/
perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);

c) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);

d) jadwal pembayaran;
e) kewajaran umum harga yang ditagih.

3. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai
clengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA_SKPD
berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam
kontrak.

4. atas pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan
huruf c membuat ringkasan kontrak/perikatan sesuai format oada
Lampiran XI;

5. menghitung pajak dan potongan lain yang harus dibebankan pada
SPM dan membuat SSp dan Bukti potong pajak Negara;

6. membuat Berita Acara pembayaran untuk spp-LS sesuai format Dada
Lampiran XII;

7. membubuhi paraf sebagai pernyataan bahwa Spp telah memenuhi
persyaratan pada bagian bawah kuitansi penerimaan uang.

pasal 29
PPK-SKPD menguji ulang hasil pekerjaan para pejabat sesuai dengan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasai 28 dan memparaf kuitansi
penerimaan uang, mengesahkan SprB, dan menandatangani Berita Acara
Pembayaran.

pasal 30
(1) PPK-SKPD mengembarikan spp yang tidak memenuhi persyaratan

dengan catatan mengenai alasan pengembalian format pada
Lampiran XIII.

(2) Kuasa PA/PPTK wajib memperbaiki spp hingga memenuhi ketentuan
yang berlaku.
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Bagian Kedua
Penerbitan Surat Perintah Membayar

Pasal 31
(1) Setelah dilakukan pengujian keabsahan tagihan dalam SPP maka:

a. menyimpan seluruh dokumen pendukung yang dicantumkan dalam

SPTB serta menandatangani SPTB untuk memberikan pernyataan

bahwa dokumen telah diverifikasi serta diarsipkan untuk kepentingan
pengendalian dan pemeriksaan;

b. PPK-SKPD menerbitkan SPM dalam rangkap 5 (lima), lembar pertama

dan kedua disampaikan ke Bendahara Umum Daerah beserta SPP

lengkap, lembar ke tiga sebagai pertinggal sesuai dengan format

dalam format pada Lampiran XIV.
(2) SPM diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan paraf

koordinasi oleh PPK-SKPD untuk ditandatangani oleh PA'

)asal 32
lika PPK-SKPD tidak berada ditempat secara berturut-turut selama lebih dari

5 (lima) hari kerja atas seijin dan sepengetahuan PA maka penandatangan

SPM dapat dilakukan oleh PA.

.)asal 33
SPM yang disampaikan ke BUD disetai lampiran sebagai berikut:
a. kuitansi penerimaan uang;
b. SPP;
c. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas legalitas

dan azas manfaat;
d. lembar kendali;
e. daftar penguji;
f. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
g. ringkasan kontrak;
h. berita acara pembayaran;
i. bukti potong pajak;
j. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
k. foto kopi jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh

bank atau lembaga keuangan non bank yang masih masa berlaku untuk
pembayaran uang muka dan dilegalisasi oleh KPA/PPTK;

l. dokumen lampiran tersebut disesuaikan dengan jenis SPP.

rasal 34
Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM dan lampirannya kepada
Bendahara Umum Daerah.
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BAB VlI

PENCAIMN MELALUI BENDAHAM PENGELUAMN

Pasal 35

(1) Bendahara Pengeluaran menyimpan, menatausahakan, dan

membayarkan uang yang berasal dari SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP.

(2) Jumlah yang dapat disimpan dalam kas ditangan Bendahara Pengeluaran

setinggi-t ingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk

keadaan mendesak.
(3) Di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD jumlah

persediaan dapat melebihi ketentuan pada ayat (2) dengan seijin

Bendahara Umum Daerah.

)asal 36

Rincian obyek belanja yang dapat dilakukan pembayaran untuk hal tertentu

oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 4.

Pasal 37

(1) KPA/PPTlqPanitia Pelaksana/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas

mengajukan permintaan uang muka kepada PA melalui PPK-SKPD Kas

disertai proposal, tujuan penggunaan uang muka, serta kuitansi

penerimaan dalam rangkap tiga yang ditandatangani oleh yang

bersangkutan sesuai dengan tormat pada Lampiran XV.

(2) PPK-SKPD meneliti alasan pengajuan uang muka kerja dan meminta

klarifi kasi yang dibutuhkan.

(3) PPK-SKPD menyetujui pembayaran uang muka dengan menanda tangani

kuitansi dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran membayarkan uang

muka kerja.
(4) Bendahara Pengeluaran membayarkan uang muka kepada

KPA/PPTVPanitia Pelaksana/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas

dengan menandatangani kuitansi penerimaan. Satu kuitansi untuk PPK-

SKPD, satu untuk penerima uang, dan satu pertinggal sebagai bukti uang

keluar.

Pasal 38
(1) PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran memantau peftanggung jawaban

.  , ^ - ^  - ,  . t , -  t , ^ ; -
udr  19  | |  ru^o  r \ErJo .

(2) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang berkenaan mempertanggung-
jawabkan uang muka keqa UP dengan memasukkan bukti-buKi
pengeluaran yang sah kepada Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah pemberian uang muka kerja dengan format pra-SPTB.

(3) KPAIPPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang berkenaan paling lambat tiga

hari setelah kegiatan selesai atau tidak melewati 30 (tiga puluh) hari

kerla setelah penerbitan SPZD harus menyiapkan buKi-buKi
pengeluaran yang sah dan menyiapkan SPP-TUP Nihil.
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(4) iika terdapat slsa uang muka kerja maka harus dikembalikan kepada

Bendahara Pengeluaran atau BUD melalui Bendahara Pengeluaran.

(5) Bendahara Pengeluaran meneliti keabsahan setiap bukti pengeluaran

yang dipeftanggungjawabkan kepadanya.

(6) Bendahara Pengeluaran menyusun SPP-GUP sepanjang dananya masih

tersedia dalam DPA-SKPD.

Pasal 39

Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada SKPD, PA atas

persetujuan PPKD dapat menunjuk Pemegang Uang Muka. Dalam

pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka dan bertanggung jawab kepada

Bendahara Pengeluaran.

AAB VIII

PROSEDUR PENERBITAN

SURAT PERINTAH PENCAIMN DANA

Pasal 40
Penyampaian SPM kepada PPKD dilakukan sebagai berikut:

a. Petugas penerimaan SPM dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi pada loket

penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM dan mengisi daftar uji

kelengkapan berkas SPM.

b. petugas penerimaan SPM dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi berhak
mengembalikan berkas SPM jika dokumen tidak lengkap sesuai daftar uji
yang diajukan.

c. berkas SPM yang telah lengkap diserahkan kepada penguji dari Kuasa

BUD Bidang Verif ikasi.

Pasal 41
(1) Pengujian oleh pejabat penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi atas

SPM mencakup pengujian yang bersifat substantif dan pengujian formal.

(2) Pengujian substantif di lakukan untuk:

a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;

b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/belanja tidak

langsung/pembiayaan dalam DPA-SKPD yang ditunjuk dalam afektasi

SPM dengan menerbitkan Lembar Kontrol;
c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (antara lain Ringkasan

Kontra(SPK, Berita Acara Pembayaran, SKTM, Surat Pernyataan

lainnya );
d. menguji SPTB dari PPK-SKPD;

e. menguji bukti potong, faKur pajak beserta SSP-nya;
(3) Pengujian formal dilakukan untuk:

a. mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan

Specrmen;
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b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan

huruf;
c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat

cacat dalam Penulisan.

Pasal 42
(1) Pejabat penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi membubukan paraf

pengujiaan pada Lembar Kontrol;
(2) SPM yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada PPK-SKPD

dengan memberikan catatan yang jelas dan lengkap pada Lembar
Kontrol tentang alasan SPM ditolak.

(3) SPM yang telah diterima kelengkapannya berdasarkan pengujian
substansi dan formal diserahkan ke Pejabat penandatangan SP2D dari
Kuasa BUD Kustodian.

Pasal 43
(1) Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Bidang SP2D menerbitkan

SP2D berdasarkan SPM yang telah diterima kelengkapannya berdasarkan
format pada Lampiran XVI.

(2) SP2D ditanda tangani oleh Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa
BUD Bidang SP2D.

(3) Jika Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Kustodian tidak
berada ditempat lebih dari 3 (tiga) hari maka SP2D ditandatangani oleh
BUD atau Pejabat Kuasa BUD lainnya yang ditunjuk oleh BUD.

(4) SP2D dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan distribusi:
a. lembar pertama pihak yang menerima;
b. lembar kedua Kepala Bagian Keuangan;
c. lembar ketiga Bagian Akuntansi - Badan Keuangan; dan
d. lembar keempat arsip.

?asal 44
(1) SP2D digunakan sebagai dasar pemindahbukuan oleh Kuasa BUD Bidang

Kostadian yang ditunjuk ke rekening pihak ke-tiga yang berhak yang
teftera dalam SP2D.

(2) Dalam kondisi tertentu atas SP2D dapat diterbitkan cheque atas
pertimbangan di BUD.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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?o"cl 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
^gqr rsrop \Jr or ru r rEryrLorur ryor i i i-aileii '  'Gni(dn pc.r rgr..rr roci-goii i€iali j  j-a i ' i

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
7 Januari 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
7 Januari 2013



LAMPIRAN PERATURAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

GUBERNUR GORONTALO

I"IEKANISME PELAKSANMN PEMBAYAMN ATAS BEBAN ANGGAMN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1, LAMPIMN

2, LAMPIMN

3. LAI.4PIMN

4, LAMPIMN

5. LAMPIRAN

6. LAMPIMN

7, LAMPiMN

8. LAMPIRAN

9. LAMPIMN

10. LAMPIMN

11. LAMPIMN

12, LAMPIMN

13. LAMPIMN

T4. LAMPIMN

15. LAMPIMN

16, LAMPIMN

T7. LAMPIMN

18. I-AMPIMN

I

II

III

IIIa

IV

VI

VII

VIII

x
X

XI

XII

XIII

XN

XV

XVa

XVI

RENCANA ARUS KAS KEGIATAN

SURAT PENYEDIMN DANA ANGGAMN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATMN PENGAJUAN SPP-UP/GU

SURAT PERNYATMN PENGA]UAN SPP-TUP

DAFTAR UJI

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TAHUN ANGGAMN

SUMT PERM]NTMN PEMBAYAMN

LEMBAR KONTROL

SU RAT PERNYATMN PERTANGGUNGJAWABAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN SELANJA DAERAH

NOMOR. . . . . . . . . . . .  TAHUN . . . . . . . . . . . . . .
TAHUN ANGGARAN

PUABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENOAHARA UMUM OAERAH

Menimbang i  bahwa untuk  melaksanakan anggaran be lan ja  langsung /be lan ja  t idak  langsung
tahun anggaran. . . . . . . .  . . . . .  berdasarkan anggaran kas  yang te lah  d i te tapkan.  per lu
d ised iakan pendanaan dengan menerb i tkan  Sura t  Penyed iaan Dana (5P0) .

Meng ingat  r  1 .  Pera turan  Daerah Prov ins i  . . . . . . . . . . .  nomor . . . . . . . . . tahun. - . . - . . . .  ten tang penetapan APBD
Prov ins i . . . . . . . . . . . .  tahun anggaran. . . . , . . .

2 .  Pera turan  Kepa la  Daerah Nornor . . . . . . . . .  Tahun. . . . . . . . . ten tang Pen jabaran APBD
Prov ins i . . . . . . . . . tahu  n  angga r  a  n  . . .  . . .  . . .  . . .  .

3 .  Pera turan  Kepa la  Daerah Nornor . . . . . . . . .  Tahun. . . . , , . . . ten tang Pedoman Pe laksanaan
APBD Prov ins i .

4 .  DPA SKPD. . . . . . . . .  Prov ins i . . . . . . . . . . . .nomor . . . . . . . tahun. . . . . . . . . . . . .
5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' )

Berdasarkan Pera turan  Daerah Prov ins i /Kabupaten /Kota* )  . . . . . . . . . . .  nomor . . . . . . . . . tahun. , . . , . . . . tangga l . . . . . . . . . . . . . ten tang
Anggaran Pendapatan  dan Be lan ja  Daerah Prov ins i /Kabupaten /Kota* )  tahun
anggaran. . . . . . . . . .menetapkan/menyed iakan k red i t  anggaran sebaga i  ber iku t :

P s l y s u , c d l  u d '  r c .

DPA-SKPD/DPPA-SKPDi  DPAL-SKPD*)  :  Nomor

2 .  D i tu jukan kepada SKPD

5.  lumlah Penyed iaan Dana
( te rb i lan9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

6.  Untuk keper luan beban pengeluaran :  Up/GU/fU/ tS ' )
7.  Untuk  kebutuhan
8. Atas beban
9.  l kh t i sar  penyed iaan dana

a.  Jumlah dana DPA'SKPD, /DPPA SKPD

/DPAr  SKPD * )

b .  Akumulas i  5PD sebe lumnya
c.  S isa  dana yang be lum d i  SPD kan

( a - b )
d .  lumlah dana yang d i  SPD-kan I

Saat  in  i
e .  S isa  jumlah dana DPA-sKPD/DPPA'

SKPD/DPAL-SKPD*)  yang be lu rn
Di  SPD kan

10.  (e ten tuan-ke ten t !an  la  in

.  b  r , la  n  . . .  . . .  . . .  .  .  s /  d  b r . r lan . . . . . . . . . . . . . . .
: Belanja Tdk Langsung/Belanja Langsung

'  R n

,  R p . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { - )

R p . . . , . . . , , , . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . , , , , ,
( te rb i lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

D i t e t a p k a n  d i  . . . .  . . . , .  . . . . . . . . . . . .
Pada ranggal

Pe jabat  Penge lo la  Keuangan Daerah se laku
BENDAHARA UMUM DAERAH

Ttd
(nama lengkap)

N rP,. . . . . .
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTATO

SKPD:

sehubungan dengan surat perintah Membayar uang persediaan (spM-up/GU) nomor
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' t anggar . . . . . .  yang kami  a jukan sebesar  Rp. , . . . . . . . . . . . . .  ( te rb i tong. . . . . . . . . . . . . . . . . )  Untuk  keper ruan
SKPD. . . . . . . . . . . . . . . . . .  tahun anggaran. . . . . . . . . . . . . . . . . .dengan in i  menyatakan dengan sebenarnVa bahwa :

2 .

1 . Jumlah uang persediaan, tambahan uang persediaan dan gant i  uang (Up/GU) tersebur
diatas akan dipergunakan untuk keperruan guna membiayai  kegiatan yang akan kami
laksanakan sesua i  DpA-SKpD

Jumlah uang persediaan (up/cu) tersebut t idak akan digunakan untuk membiayai
pengelu ara n-pengelua ran yang menurut ketentuan yang ber laku harus di lakukan
dengan Pembayaran Langsung (  LS ) .

Demikian Surat pernyataan ini  d ibuat untuk melengkapi persyaratan penga. luan SpM_
UPlGU SKPD kami.

Tanggal,
Pengg u na Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran

Ttd

(nama lengkap)
N  tP . . . . . . . . .

N o m o r :
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SKPD:

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP. TUP
Nomor :

sehubungan dengan surat Per intah Membayar Tambahan Uang persediaan (spM- TUp) nomor

. . . . . . . . , . t angga1 . . . . . . .  yang  kami  a jukan  sebesa r  Rp . . . . . . . . . . . . . . .  ( t e rb i l ong . . . . . . . . . . . , . . . . .  )  un tuk  keper luan

SKPD. . . . . . . . . . . . . . . . . .  t ahun  anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . a tas  keg ia tan . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . dengan  in i  menya takan

de ngan seben arnya bahwa :

1.  Tidak akan menggunakan TUp tersebut untuk membiayar pengeluaran yang menurut

ketentuan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme pembayaran atas Beban APBD yang

harus  d i l akukan  dengan  mekan isme langsung .

2. Akan segera mem pe r ta nggu ngjawa bkan TUp sela mbat- la m batnya 30 ( t iga puluh) har i

ker ja setelah tanggal penerbi tan Sp2 D

3. Akan segera menyetorkan kembai i  dana TUp ke Kas Daerah selam bat- lambatnva 3

(t iga) har i  ker ja setelah kegiatan selesai

4.  Akan menyetorkan kembal i  s isa dana TUp yang t idak terpakai sesuai ketentuan

Jika hal  in i  in i  d i langgar maka kami bersedia menerima sanksi  berupa penggunaan nak

Pemerintah Daerah sesuai densan SKTJM

Tanggal,

Kuasa Pengguna Angga ra n

Ttd

{nama leneka o)
NtP. . . . . . . . .

PPTK

Ttd

(nama lengkap)
N tP . . . . . . . . .
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DAFTAR UJI
KELENGKAPAN LAMPIRAN DOKUMEN

S K P D  :
N o m o r  S P P  :
Ta nggal  SPP
K PAlVer i f ikator
PPTK :

TDK

E

E
E

E

E

n

E

ADA

E
tI

E
E

E
E

E

n

E

1.  Surat  Perm intaa n Peml layara

2.  Kwi ta ns i  Pener imaan Uang

3.  Surat  Pernyataan Tentang Penggunaan TU

4.  Surat  Kuasa TanggungJ:rwab Mut lak

5,  Lem ba r  Kontro l  Anggaran

6.  Surat  Pernyataan Tanggung Jawab (  SPTB )

7.  Ber i ta  Acara Pem baya ra n

8.  Ringkasan Kontrak /  Ncta Pesanan

9.  Ber i ta  Acara Penyelesa an Peker jaan

10.  Surat  Per in tah Ker ja /  SPK

11.  Surat  Per janj ian Kontrak Ke' ;a

1.2.  Surat  Penawa ra n

13.  Ber i ta  Acara Pener imaan Barang/Jasa

74.  Ber i ta  Acara Pemer iksaan Barang /  Jasa

15.  Laporan Kemajuan Fis ik :  Peker jaan

16.  Ber i ta  acara serah ter in la  peker jaan

17.  Jaminan Bank,  Uang Muka/Pelaksanaan

18.  Surat -Su rat  Pendukung Lainnya

19.  Bu kt i  Potongan Pajak

20.  Faktur  Pajak

) 1  q r r r r t  q a f d r i n  P r i r l

22. Lain- lain Dokumen
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PEMERINTAH PROPTNSI GORONTATO
TAHUN ANGGARAN.., . . . . .

Sudah  Te r ima  Dar i
Terbi lang
Yakn i

Sejum la h

Gorontalo, 2073

Yang Menerima

R p .

KUaSa Be nda ha ra Ko de Buku kas umum
Reken in

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN

NOMOR... . . . , , . . . . . . . , . . . . . . .

5 P P - U P

1 . .  Nama SKPD dan  A lamat  :
2 .  Nama keg ia tan  :
3 .  Nama pener imaan  pembayaran  :
4.  Alamat Perusahaan ;
5 .  Nama P imp inan  pe rusahaan  :
6 .  Nama dan  Nomor  reken ing  bank  :
7.  Keperluan pembayaran :
8 .  Nomor  kon t rak
9 .  Dasa r  pembayaran  :  SPD No . . . . . . . . . . .  t angga1 , . . . . . , . . . . ,
10 .  Jumlah  :  Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  )

Per incian pembayaran berdasarkan kode dan nama rekening
R p . . . . . . . . . . . .  , . .  . . .  . .

li :
Data anggaran, SPD dan SP2D

I.  DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD
l .  Nomor  dan  tangga l  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .  Jumlah  anggaran  :  . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . .  Rp .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I I .  S P D
1.  SPD sampa i  dengan . .  . . . .Rp , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.  SPD nomor.. . . . . . . . . . . tan99a1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp.. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . (+) Rp.. , ' . . . . , . , . . , , , . , . , . ,_, , . , . , ' .  r - r

l l l .  Anggaran  yang  be lum d i  SPD-kan  ( l - l l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lV.  Bela nja

1 .  Be lan ja  UP Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .  Be la  n ja  GU Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .  Be lan ja  TU Rp , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 .  Be lan ja  LS  Ga j i  dan  Tun jangan  Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Belanja untuk LS barang dan jasa Rp...................... (+)(-)'..,,,.,.,..,.,..,..'..',,.-.'.:

V .  S i sa  SPD yang  d i t e rb i t kan  be lum d ibe lan jakan  Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tanggal,
Ben d a hara Pengeluaran/ PPTK

l r o

(nama lenekao)
N tP . . .  . . . . . .

c a t a t a n
1 SPP-UP/GU/TU DAN SPP-LS gal  dan tunjaogaf

Di tandalangaf o leh beadanara pen8e !aran
2 SPP-5 pengadaan barang dan jasa angsung cd pihak

3 Ket iga di tandatangan o eh PPIK
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PEMERINTAH PROUNSI GOROI.ITALO
LEMBAR KONTROL

Sub Perangkat Daerah
Program
Kegiatan
Nomor  SPP
Jenis SPP

'| SPT didukung dokumen :

Kwitansi
Pengantar Spp
SPP LS
Dokumen pendukung Lainnya

2 Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang
Ni la i  1  Ju ta  d i lampi r i  dengan;

Faktur Pajak
SSP PPN
SSP PPh
Perhitungao PPN dan pph sudah Benar

1. SPT didukung dokumen i

SPJ Bulan Lalu

2. SPP didukung dokumen

Kwltansi
Pengantar SPP
Perincian Penggunaan Anggaran dan Belanja
Dokumen Pendukung lainnya

S/d SAAT INI

- Dikembalikan ke unjt yang bersangkutan* Diterima kembali
' Diteruskan ke BUD

t Diterima
' Dibuat Konsep SPM
t Diteruskan
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SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
( S P T B  )

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa
a. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut telah dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan
b. Dokumen pendukung telah diuji keabsahannya secara bersama-sama
c. Bukti-bukti pengeluaran lengkap dan terarsipkan pada SKPD untuk menjadi bahan pemeriksa dan evaluasi

Adapun rinqan bukti atas pengeluaran dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

Tanggal, 20
MENGETAHUI

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TTD

(NAMA LENGKAP)
NIP.

TTD

P P T K

TTD

(NAITIA LENGKAP)
NIP.

KODE
REKENING URAIAN

NOMOR
BUKTI TANGGAL PENERIMA

NILAI YANG
DITERIMA

1 4 6
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PENELTTTAN KELENGKAPAN DOKUMEN / CHECKLTST

1. SPP UP

Surat  pengantar  SPP -  UP
R ingkasa n SPP -  UP
Rincia n penggunaa n dana
5 a  l i n a  n  S P D
Draf  Surat  pernyataan pengajuan SPP -  UP untuk d i tandatangani  o leh
PA/KPA yang manyatakan bahwa uang yang d iminta t idak d ipergunakan untuk
keper luan sela in uang persediaan saat  pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
Lampiran la  in  nya yang d iper luka n

2. SPP GU

Sura t  pengan ta r  SPP -  GUP
Ringkad  a  n  SPP -  GUP
Rincian pengeluaran per kegiatan dan bukt i  pendukungnya
Sal inan SPD
Surat pengesahan laporan pertanggu ngjawa ban bendahara pengeluaran
atas penggunaan dana atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya
Draf Surat pernyataan pengajuan SPP - UP untuk di tandatangani oleh
PA/KPA yang manyatakan bahwa uang yang diminta t idak dipergunakan untuk
keperluan selain gant i  uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
Lampiran la innya yang d iper lu ka n

3 .  S P P - T U P

I I 
Surat pengantar SPP - TUP

I I ll"clu"-:_sP_l _ ruP
]  ]  

K r n c r a n  ) P P - t u P
I  I  ( , a  l i n :  n  (Pn

]  ]  Surat pengesahan SPI

]  |  Draf surat pernyataan pengajuan SPP - UP untuk di tandatangani oleh
PA/KPA yang manyatakan bahwa uang yang diminta t idak dipergunakan untuk
keperluan selain gant i  uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD

[l  Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian TU
I I  Lampiran la innya yang diper lukan

4 .  SPP.  N IH IL

I  I  Su ra t  pengan ta r  SPP -  TUP N ih i l

I  I  sPP -  ruP Nihi l

I  I  R in  c ian  penge luaran

I ]  Bukti  transaksi yang sah dan lengkap

L__J Lampiran lainnya yang diperlukan

T
t l
L]
E

T
l l
L_l
T
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5. SPP - LS Khusus Pembayaran Gaji  dan tunjangan

Su rat  penganta r  SPP-LS
Ringkasa n SPP- LS
Rincian SP P-LS
Pembayaran gaj i  induk
Ga j i  susu lan
Keku ranga n gaj i
GaJi  teru sa n
Uang duka wafat/ tewas yang di lengkapi dengan daftar gaj i  induk/gaj i
susulan/kekurangan gaj i /uang duka wafat/ tewas
SK CPNS
SK PNS
5K kenaikan pa ngkat
SK.iabatan
Kena ika n gaj i  berkala
Surat pernyataan pela nt ikan
Surat pernyataan masih menduduki  jabatan
Surat pernyataan melaksanakan tugas
KP4
Foto copi  surat nikah
Foto copi  akte kela h i ran
SKPP
Daftar potongan sewa rud is
Surat ketera nga n masih sekola h
Surat pinda h
Surat kematia n
SSP PPh  pasa l  21
Peraturan peru n da ngan-u nda ngan mengenai penghasi lan pimpinan dan
anggota DPRD serta gaj i  dan tunjangan kepala daerah/waki l  kepala
d  ae ra  h .

6. SPP - LS Khusus pengadaan barang dan jasa

Su rat  penga ntar SPP-LS
Ringkasa n S PP-LS
Rincian S PP-LS
Sa l i na  n  SPD
Sal inan surat rekomendasi dar i  SKPD tehnis terkai t
5SP disertai  faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah di tandatangani waj ib
pajak dan waj ib pungut (  untuk pajak in i  d icek kembal i  kebenaran
perhi tungannya)
Surat per janj ian ker jasama antara PA/KPA dengan pihak ket iga serta
mencantumkan nomor rekening bank pihak ket iga
Beri ta aca ra penyelesaian peker jaan
Beri ta acara serah ter ima pekerjaan/ba ra ng dan jasa
Beri ta acara oembavaran
Kwitansi  bermeterai ,  nota/ faktu r  yang di tandatangani pihak ket iga dan
PPTK serta disetujui  o leh PA/KPA
Surat jaminan bank atau yang df ipersamakan
Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak { jaminan
penawaran/ Jaminan uang muka bagi yang mengajukan uang muka
, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemel iharaan bagi pembayaran retensi)
Eer i ta acara pemeriksaan yang di tandatangani oleh unsur pani tra
pemeriksaan barang dan pihak ket iga serta lampiran daftar barang yang
d iper iksa

I
t l
L_l
n
E
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E
E

I]

PENETITI XELENGXAPAN DOXUMEN :

Ta nggal
Nama
N I P
Tanda tangan :

*)coret yong tidak perlu

f___l oi i r i  dengan cara memberi  tanda check l ist  (  v ) i ika dokumen ada

Surat angkutan atau konosemen apabi la pengadaan di laksanakan di  luar
wi layah ker ja
Surat pemberi tahuan potongan denda keter lambatan pekerjaan dar i  PPTK
a pa bi la peker jaan mengalami keter lambatan
Foto/buku/dokumentasi  t ingkat kemajuan/penyelesaian peker jaan
Potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang ber laku)
Khusus untuk peker jaan konsultan yang perhi tungan harganya
menggunakan biaya personi l ,  ber i ta acara prestasi  kemajuan pekerjaan
di lampir i  bukt i  kehadiran dar i  tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu
pekerjaan dan bukt i  penyewaan/pem bel ian alat  penunjang lainnya
berdasarkan r incian dalam surat oenawaran.
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SKPD
Na ma Progra m
Nama Kegiatan
Nama PPTK

PEMERlNTAH PROVINSI GORONTALO

KARTU KENDALI KEGIATAN

Pagu anggaran
Kegiatan {Rp)

Real isas i  Kegiatan
sP2D (Rp)

Sisa Angga ran
( R p )

lumloh

Menge tahu i ,

Pe nggu n a Anggaran/Kuasa Penggu na Anggaran

Ttd

(nama lenskap)
N IP . . . . . . . . .

Tanggal,

Peja bat Pelaksana Teh n is Kegiatan

Ttd

(nama lengkap)
N  tP . . . . . . . . .

Lembar  As l i
Sa l i nan  1
Sa l  nan  2

: untuk Pengguna Anggaran/PPK-5KPD
:  un tuk  benda  ha  ra  penge lua ran /PPTK
:un tuk  a rs i p  bendaha ra  penge  ua ran /PPTX
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RINGKASAN SPK

2 .

3 .

1 .

4 .

5 .

6 ,

7 .

8 .

9 .

10 .

1 1 .

1 )

r l .

14.

15 .

Nomor  SPP

ranggar  5PP

Kegla ta n

Nomor Nota Pesa n an/SPK

Tanggal

Nama Perusa  haa  n  /  Rekanan

N P W P

Nama Pen a nd atangan

Alamat Perusahaan

Reken ing Ba nk

Ni lai  Kontrak /  SPK

Uraian dan Volume Pekerjaan

Cara Pembayaran

Jangka Waktu Pembayaran

Tanggal Selesa i  Pekerjaa n

J angka Waktu Pemel iharaan

Sanks i

Goron ta lo , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 20

Mengetah u i /M enyetujui

Kuasa Penggu n a Anggaran

(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
N I P ,

LAMPIRAN XII  PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR

TANGGAI  :

fAHUN 2013
2013

TENTANG : MEKANISMT PELAKSANAAN PEMEAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANIA DAERAH

BERITA ACARA PEM BAYARAN
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No :  .  . . . . . / . .  . . . . . . . . . . . /BAP / . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1201.3

Kami yang bertanda tangan dt bawah ini  :
Pihak Pertama :

1.  Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan
2 .  Nama

P ih  ak  Kedua  :
3 .  Kuasa  Rekanan
4 .  Nama Perusa  h  aan
5. NPWP Perusa haa n

Berdasarkan Kontrak /  SPK/ Nota Pesanan
6. Nomor Kontrak /  SPK/ Nota pesanan

7. fanggal
Setelah di lakukan penguj ian atas tagihan pihak kedua
ked  ua  be rh  a  k  a tas :

8.  Nomor dan Tanggal SPP berkenan
9. Ni la i  Kontrak /  SPK/ Nota pesanan

10 .  Akumu las i  pembayaran  sampar  dengan  la lu :

Gorontalo, 2013

oleh pejabat yang berwenang maka pihak

Rp .

a .  Uang  Muka
b. Termyn I
c.  Termyn l l
d.  Termyn l l l

11, Sisa Tagihan
Ditagih Seka ra ng

12. Fis ik Peke r . jaa n
13. Reten si
14. Hak Keuangan
15. Perhi tunga n Tagihan :

Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

700 %
- % - -  / - -

100%
1.00%

Rp.
Rp .

Rp.100 % keuangan x Ni la i  Kontrak
Potongan Kewaj iban kepada Pihak Pertama

16. Angsu ran Uang Muka
\ . . . . . . . . .%  keu .  Seka rang  /  -  . . . . . . .  %  keu .  Yang  la lu )
X  Rp .  . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . .  ( uang  muka)

17. Diter ima
Potongan Kewaj iban kepada Pemerintah Pusat/Daerah

18. Paja k Negara
a. PPN 10/110 x angka 17
b .  P P h I . 5 %
c. Jumlah Pajak Negara

19. iumlah Potonga n
20. Akan dibayar oleh BUD

Mengetahui/Menyetujui
Pihak Pertama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

( nama )
N IP ,

Rp .
Rp.

Rp .
Rp .
R p .
Rp.  -

R p .

Piha k Kedua

{  Nama )
Jabatan
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LAMPIRAN XIII  PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOlvlOR : TAHUN 2013
TANGGAL: 2013
TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEaAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA oAERAH

L a m p i r a n : X l l l
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
s K P D  . . . . . . . . . . . .

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

. . . .  . . 2 0 . . . . . . . . .

Kepada Yth.
Bendahara/PPTK..

d -

Nomor
Lamplran
Per ihal  :  Penqembal ian Spp

Bersama ini terlampir Surat perm ntaan pembayaran Uang persediaan/Ganti
uang/Tambahan Uang dan Langsung (Spp-Up/GU/TU/LS) saudara nomor .. .. . . .
tanggal  . .  . .  . .  .  20. .  .  . .  . .  .  Dikembal ikan karena t idak mernenuhi  syarat  untuk d iproses
Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1 .

2  . .  .

3  .  . . .

Demikian disampaikan atas kerjasamanya d !capkan tefima kasih

. . , tanggal

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama tengKap)
N I P') coret yang tidak perlu
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM }

U P i T U P / G U P / L S / N I H I L
Tahun Anggaran r No. SPM
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI / KAAUPAIEN i KOTA 'J

Supaya menerbitkan SP2D kepada

Potongan - potongan

N O Uralan
( No Rekenrnq)

Junlah Keteran9an

1 luran Wajib
Peaawai Neaerl

2
Tabungan

Perumahan
Peqawai

3

Untuk l.eperluan

1 Belanja Tidak Langsung ")
2 Belanla Langs!ng ")

Pembebanan pada Kode Rekentng
Kode Reken ng/ Rp

(Kode Rekening) Rp
/Kode  Reken rng r  Rp
(Kode Rekening) Rp
(Kode Rekening) Rp
(Kode Rekening) Rp
'Kooe  Rehen rng ,  . .  Rp
rKode Rekenrng I Rp .
I  Kode Rekeflng, Rp
(Kode Rekening) Rp
r K o o e R e i e 4 r n g . .  . R p
(Kode Rekenrng) .  . .  Rp

Jumlah Potongan Rp

lnlormast (.tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

NO Uraran Jumlah Keterangan

PPN

2 PPh

Jumlan Rp.

Jumlah SPM Rp

Jumlah SPP yang Dlminta Rp
(
Nomor dan Tanggal SPP

') coret yang tdak perlu
' 'J prlrh yang ses!al

SPM rnr sah apabjla telah dr tandalanganr dan disternpel oleh kepala SKPD
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PEMERINTAH PROPINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN... . . . . .

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nomor SPPD

Nomor SPT

Tanggal

N a m a

Jabatan

lnstansi

1 .  U a n g L u m s u m S e l a m a . . . . . . . . . . . . h a r i

2 .  U a n g  R e p r e s e n t a s i  s e  a m a  . . . . . . . . . . .  h a r i

3 .  Uang Transpor tas i /  tu juan PP

Rp.

Rp.

Rp.

:  Rp .
:  Rp .

Tela h Dibaya r  Semula
D i teta pka n Semua

Se l i s i h :  R p .

Telah dibayar sejumlah Gorontalo 22, )anuat i  2073
Rp .  . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . .  Te lah  mener ima  uang  se jum lah

R n

Mengetahui
Kuasa Pe ngguna Angga ra n Yang mener ima

( N a m a )
NIP .

( N a m a l
NIP.

a .  t e m b a r  1 k e  B e n d a h a r a  P e n g e l u a r a n
b. Lembar 2 ke yang bersangkutan
c Foto Copy Da5a. Per la lanan D nae lKawat,  Undarga'r ,  d l l
d  l -oto Copy sPT
e. Foto Copy sPP D
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SURAT PERINTAH PENCAIMN DANA

No SPM
Tanggal

u a l l
Tahu11 Anggaran

Bank I Pos
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dafl  bak
, T-.th'l^""

Rekeni.rg Nomor. Uang sebesar Rp

Kepada

No Rekening Bank
Bank / Pos
KePerluan Untuk

NO, KODE REKENING URAIAN JUI||LAH

1
2
3
4
5

JUMLAH
Potonoan-potonqan

NO. KOOE REKENING URAIAN JUMLAH

1
2
3

luran Wajib Pegawal
Tabungan Perumahan Pegawal

JUMLAH
Informasi |  ( t idak mEngurangi jumlah pembayafan Sp2D)

NO. KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1
2 PPh

J UMLAH

SP2O yang dibayarkan
Jumlah yang dif ir inta
Jumlah Potongan
Jumlah Yang Dibayarkan
!?ng Sejumlah

Rp.
Rp
Rp
Rp

Lembar 1 Bank yang ditunluk tanggal..  . . .
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendaha.a Umum Daerah
Lembar 3 Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 Pihak Ketiga ')

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
N  I P . .
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